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Kutipan Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dila-
kukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat
miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

lhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, karena telah memberi kemampuan kepada kami ber-

dua untuk menyelesaikan naskah buku ini, hingga dapat
dibaca oleh pembaca sekalian.

Naskah buku ini pada awalnya adalah naskah disertasi dari Dr.
Dra. Kismartini, M.Si., yang dibuat di Universitas Brawijaya Malang
dan merupakan hasil kajian masalah kebijakan publik wilayah
pesisir di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Namun karena pen-
tingnya masalah kajian wilayah pesisir ini untuk Indonesia maka
kajian tersebut diperluas menjadi kajian daerah wilayah pesisir di
seluruh Indonesia. Dengan demikian, kajian buku ini kami perluas
menjadi kajian wilayah pesisir Indonesia atau bahkan pesisir re-
gional Indonesia dan negara-negara di sekitarnya.

Betapa pun masalah pesisir di setiap negara adalah masalah
yang dihadapi oleh negara itu dengan berbagai dinamika sosial,
budaya maupun politik, oleh karena itu sentuhan kebijakan pub-
lik menjadi penting pada kajian ini. Kami berpandangan bahwa
kebijakan publik merupakan pendekatan terpenting dari masalah-
masalah wilayah pesisir, terutama negara-negara yang memiliki
daerah pantai terluas seperti Indonesia ini. Oleh karena itu, kajian



Masalah-masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga
tidak saja dialami oleh Indonesia, namun negara-negara lain juga
ikut merasakannya, karenanya kajian ini juga menyajikan bebera-
pa tulisan yang mengkaji masalah ini di negara-negara lain, khu-
susnya di Brasil yang kebijakannya telah menjangkau lebih ban-
yak persoalan wilayah pesisir. Kendati Indonesia telah memiliki
tekad yang kuat mengatasi masalah wilayah pesisir, namun akhir-
akhir ini kelihatannya mulai mengendur, walau semangatnya ma-
sih terus membara. :

Secara pribadi, Dr. Dra. Kismartini, M.Si., memiliki pengala-
man dalam risetnya di Kabupaten Rembang Jawa Tengah namun
Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D., memiliki pengalaman prak-
tis mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini disebabkan
ia terlahir dan besar serta bersekolah di daerah kepulauan Banda
Neira Maluku Tengah, gugusan pulau terpencil di tengah lautan
Banda yang tentunya sarat dengan apa yang dikaji di dalam buku
ini, sehingga ketika diajak bersama menulis buku ini, terasa bah-
wa kami berdua memiliki pengalaman yang serasi dalam mengka-
ji masalah ini, yang satu memiliki pengalaman akademis dan yang
lain memiliki pengaman praktis di lapangan, sehingga dengan sa-
ling melengkapi, tulisan ini diselesaikan bersama.

Kami ucapkan terima kasih kepada Mahfud Effendy dan L.
Wever, M. Glaser, P. Gorris, D. Ferrol-Schulte, yang telah meng-
izinkan kami mengutip tulisannya di buku ini agar dapat lagi me-
lengkapi kajian buku ini secara lebih komprehensif.

Vi



Kata Pengantar

Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami di Universitas Di-
ponegoro Semarang, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta
Universitas Ciputra yang telah mendorong kami berdua menyele-
saikan buku ini dengan susah payah, semoga bermanfaat bagi kita
semua. v

Semarang/Surabaya,
Desember 2018

Kismartini/Burhan Bungin
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